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BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR ? TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH 
PERENCANAAN PEMBANGUN AN (MUSRENBANG) 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 
DAERAH (RPJPD), RENCANA PEMBANCUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMDy 
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH 

' 
' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menim bang a. bahwa dalam upaya mencapai hasil pembangunan 
daerah yang optimal dan untuk menjaga konsistensi dan 
kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan 
ndanya pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJpD), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD, dan Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); 

b. bahwa berdasarkan pertmbangan scbagaimana 
dirnaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupoti tentang pedoman pelaksanaan Musyawaurah 
Perencanaan embangunan Daerah (Musrenbang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RP PD) 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 
Maluku Tengah. 

Tahun 2011 tentang 
Perundang-andangan 

Nomor 82, Tambahan 

I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam baha n 
Lem baran Negara Nomor 723), 

Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan peraturan 
[Lembaran Negara Tahun 2011 
Lembaran Negara Nomor 5234), 
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Mengingat 



3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagairana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 201 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679), 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang 
Pet bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabu patenMaluku tengah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,  Tambahan 
Lembaran Negara Noror 4817) 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
ac bagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuargan Daerah (Serita Negara Tahun 2011 
Nomor 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror S4 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 
517 

9. Peratran Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 
(Lembaraun Daerah Provinsi Maluku Tahun 16 Nomor 
2013), 

10. Peraturan Daerah Nomor Di Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah 
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 107) 

11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pertangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Malaku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah 
Tahun 2013 Nomor 159]; 

12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Daerah [Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 183), 

13. Peraturan Bupati Maluku Tengan Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 249), 



Meneta pkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT MALUKU TENGAN TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD], RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD), DAN 
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 
KABUPATENMALUKU TENGAH 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bagian Kesatu 

Ketentuan Umum 

Pasal I 

Dalam Peraturan upati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah 

2. Pemerintahan Daerah adalah lembaga cksekutif dan legislatif sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

3. Bupati adalah Bupati Maluku tengah 
4. Dewan Perwaklan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD atau dengan 

sebutan lain adalah lembaga perwakilan rayat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah KabupatenMaluku tengah 

6. Negeri atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik-Indonesia 

7 Badan Perencanaan Pembangunan Penebitian dan Pengembangan Daerah 
yang selanjutnya disingkat deogan Bapplitbangda atau scbutan lain adalah 
unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas 
dan mengkoordinasikan penyusurnan, pengendalian, dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

8. Perangku kepentingan {stakeholder] adalah pihak-pihak yang langsung atau 
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, unSur TNI, 
nsur POLRI, kejaksaan, akaderisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, 
pengusaha /investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat 
yang rentan termarjinalkan 

9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sum ber daya yang dimiliki untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalamn aspek 
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
per bangunan manasia 

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 
ta.hapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 



kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu 
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu 

II Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPIPD adalah dokumen pcrcncanaan daerah untuk periode 2O 4dua puluh) 
tahun 

12 Rencana Per bangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode S (ima) tahun 

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I {satu) tahun atau 
disebut dengan rencanti pembangunan tahunan daerah 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeni yang selanjutnya disingkat 
[RPJM-Negeri) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun 
yang memuat trah kebijakan pembangunan Negeri, arah kebijakan keuangan 
Negeni, kebijakan urum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai 
dengan rencana kerja 

15. Rencana Kerja Pembangunan Negeri yang selanjutnya disingkat (RKP-Negeri) 
adalah dokumen perencanaan untuk periode I (satu) tahun yang ditetapkan 
oleh keputusan kepala pemerintah negeri/raja, yang merupakan penjabaran 
dan RPJM-Negeri yang memuat rancangan kerangka ekonomi negeri, dengan 
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program 
prioritas pem bangunan negeri, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan 
maju, baik yang dilaksanakan langsung olch pomcrintah desa maupun yang 
ditem puh dengan mendorong partisipast masyarakat dengan mengacu kepada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM -Negeri. 

16. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Negeri yang selanjutnya 
disingkat {DURKP-negeri) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan 
pembangunan negeri yang menggunakan dana yang sudah jelas sumnbernya 
baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBNegeni, Swadaya Masyarakat 
dan Kerjasera dengan ihak Ketiga 

17 Rencana Strategis SKPD selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode S (lima) tahun 

I8. Rencana Kerja SKPD, yang elanjutnya disingkat Renj SKPD adalah 
dokumen perencanaan SKPD untuk periode I (satu) tahun. 

I9. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 
musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan daleun rngka 
menyusun rencana pembangunan daerah 

20. Marasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahi peserta 
Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang 

2I Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk 
mcnghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi 

22. Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan 
persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang 

23. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pcngambilan keputusan dalar 
Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama 

24.Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi 
dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang 
fasihitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan 
mnemiliki keterarpilan dalam penerapan berbagad teknik dan instrumen 
untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan 



25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, selanjutya disingkat musrenbang RPJPD adalah forum 
musyawarah antar pemangku kepenotngan untuk mendapat masukan tentang 
visi, mis pemnbangunan daerah dan sasaran pokok serta arah kebijakan 
pembangunan untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lira 
tahunan selama 20 (dua puluh) ta hun 

226. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, selanjutnya disingkat Musrenbang RP/MD adalah forum 
muyawarah antar pemangku kepentingan untuk mendapat masukan tentang 
sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan pembangun an, kebijakan 
umum dan program pembangunan jangka menengah dengan pendekatan 
bottom up dan top doumn sesuai kewenangan penyelenggaraan pemerintah 
daera.h selama 5 {limal tahun 

7 Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan 
untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Negeni/ kelurahan serta 
mnenyepakati kegiatan lintas negeri/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai 
dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dae@h Maluku 
tengah pada tahun benikutnya. 

28. Musrenbang Negeri/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan 
stakeholder negeri/ kelurahan tpihak yang berkepentingan untuk mengatasi 
permasa tahan negerif kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak 
hasil musyawara.h) untuk menyepakati rencna kegiatan tahun anggaran 
berikutnya 

29. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegia tan 
sesuai dengan tugas dan fungi $KPD, 

30. Rencana Kerja dan Aoggaran SKPD, yang sclanjutnya disingkat dengan RKA 

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program 
dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD an Rentr 
SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksan kannya 

31.Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban dalam rangkao 
penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajban negeri tcrscbut. 

32. Peraturan Negeri adalab peraturan perundang undangan yang dibuat oleh 
Badan Permusyawaratan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri Raja 

33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang dinginkan pada, akhir 
periode perencanaan 

34 Misi adalah Rumusan umum mnenpenai upaya-paya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi 

35. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan 
bersifat spegifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat 
dicapai dalam periode yang direncanakan 

36 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewuudka vis dan mst 

37 ebijakan adalah arah/tindakan yang diambit oleh pemerintah daerah untuk 
mencapar tu;uan 

38. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
le bih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk 
mencapai Saaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 
egIatan mnasyaraKat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah 



• 

39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengera.han sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sum ber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa 

40. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selamjutnya dsmngkat pW adalah hasil 
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke 
dalam struktur dan pala ruang wilayah. 

Baglan Kedua 

Malesud da Tufuan 

( Meningkatkan kualitas dalam pelaksanaannya agar lebih terarah, tepat 
sasaurn, te pat waktu yang bersinergi baik antaur sektor mau pun wilayah 

(2) Sebagai pedoman teknis di dalam pelaksanaan musrenbang 
(3) Terlaksananya proses musrenbang ari semua tahapan dengan melibatkan 

berbagai kelompok masyarakat 
(4) Membangun mekanisme Musrenbang yang lebih partisipatif. 
(5) Mengendepankan kaidah musyawarah untuk mufakat 
(6) Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan 

berkeadilan. 
(7) Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan perencanaan (RRJPD, RPJMD, RKPD, Forum 8PD 
Renstra, dan Forum SKPD enja). 

(8] Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan pormasalahan per bangunan 
dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan 
dilaksanakan pada tahun rencana 

9) Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuban 
pembangunan. 

(10) Menfasilitasi pertukaran (sharing informasi, pengembangan konsensus dan 
kesepakatan atas penahganan masalah pembangunan daerah 

(II) Menggalang dukunan dan kormitmen politik dan sosial ntuk penanganan 
isu dan permasalahan prioritas pembangunan daera h 

agian Ketiga 

PHnnlp-Prinsip Penyelenggarsun Musrenbang 

Pasad 3 

(l) Melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas proses pembangunan yang 
sedang dan akan dilakukan oleh pemnerintah. 

(2] Berdasarkan aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang 
(3] Melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

stakeholders dalan pencapaian hasil musrenbang 
(4) Berdasarkan alr pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata, 

menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus 
(5 Keputusan berdasarkan kesepakatan kolektif peserta musren bang 
(6) Mengutamakan kerjasama dan roenguatkan pemahaman atas isu dan 

permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus 
(7} Mendorong pemahaman lebih bak dari peserta tentang perspektif dan 

tolerans atas kepentingan yang berbeda 



(8) Mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang 
menguntungkan semua pihak 

BAB II 

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN MUBRENBANG 

Bagian Kesatu 

Linglup Pela lesanaan 

Pasal 

Ruang hingkup pelaksanaan musrenbang mencakup seluruh penyelenggaraan 
musrenbang RPJPD; RPJMD, RKPD (Kabupaten, Kecamatan, Negeri, dan 
Kelurahan), Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra), dan Forum SKPD Rencona 
Kerja (Renja] secara terpadu sesuai dengan sumber daya dan norma-norma yang 
berlaku dalam satu kesatuan wilayah Negara Repubhik Indonesia. 

Pad S 

(I) Ruang lingkup pelaksanaan musrenbang sebagairmana dimaksud dalam 
pasal4 terdiri atas: 

a. Pelaksanaan Musren bang RPJPD; 
b. Pelaksanaan Musren bang RP»MD; 
c. Pelaksanaan Musren bang RKPD Kabu paten, 
d. Pelakcsanan Musrenbang RKDD Kecamnatan, 
e. Pelaksanaan Musren bang Negeri, 
f. Pelaksanaan Musren bang Kelurahan, 
g. Pelaksanan Forum SKpD Renstra; 
h. Pelaksanaan Forum PD Renja 

(2) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan SKPD dalam pelaksanaan 
Musrenbang RRJPD, RJMD dan RKPD, kecuali pclaksanaan musrenbang 
RKPD Kecamatan, yang dilaksanakan oleh Camat setelah berkoordiasi 
dengan Bappeda, Forum SKPD Renstro dan Forum SKDD Renja 
dilaksanakan oleh Kepala SKPD setelah berkoodinasi dengan Bappeda, 
Pelaksanan musrenbang Negeri/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepa la 
Pemerintah Neger/Raja/Lurah setelah berkoordinasi dengan Camat. 

Baglan Ked ua 

Pelaksanan hf usrenbang RP.JP'D 

(I Musrenbang RPJPD dilaksanakan umntuk penajaman, penyelarasan, 
klarifikasi, dan kesepalsatan terhadap rancangan awal RPJPD 

(2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mencakup 
a. penajaman visi dan misi daerah; 
b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka 

panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah, 
c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daera 
d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka 

daerah, dan 



e. merbangun komitmen ber sama antara pemangku kepentingan untuk 
rem pedomani RJD melaksanakan pembangunan daerah 

(3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dapoeda 

(4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian' lembaga 
tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi 
narasumber dalam musrenbang RPJPD. 

Pwral 7 

Hasil musrenbang RPIPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan 
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri musrenbang. 

Bagion Ke tiga 

peta learn.un M'uren bang RPIM D 

(l Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, 
klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RP,JMD 

2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana 
dirmaksud pada ayat (), mencakup: 

a. sasaran pembangunan jangka mnenengah daerah; 
b. strateg dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka 

menengah daerah dengan pendekatan atas - bawah den bawah - atas, 
sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah; 

c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah 
dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakl kepala daerah, 

d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka mengengah 
daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan; 

e. capatan indikator kinerja daerah pada kondisi saat imi dan pada akhir 
periode RPJMD; 

f, omitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani 
RJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan 

g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya 

3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda 

(4) Pmnpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementrian /lembaga 
tingkat puaat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi 
narasumber dalam musrenbang RPJMD 

Hasil musrenbang RP)MD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan 
ditandatangami oleh yang mewakili sctiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri musren bang 



Bagla. Keer pat 

Pelalcsann Mf usre nbacn g RKP'D Kabu paten 

Pus»al 10 

(I) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi 
dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD 

(2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), mencakup 
a. prioritas dan sasaran pembangunan Kabupatendengan arah kebijakan, 

priotitas dan sasaran pembangunan daerah provinsi Maluku , 
b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat krpada 

pemerintah KabupatenMaluku tengah pada Musrenbang RKPD i 

kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan 
c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten, 
d prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas 

daerah, 
e. sinergi dengan RKP dan RKpp provinsi Maluku. 

(3 Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh 
Bappeda. 

(4) Pirpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat 
pasat, pejabat SKPD Provinsi Maluku dan pejabat SKFD atau dart nsur lain 
terkait, da pat diundang menjadi narasumber rusrenbang RKPD Kabupaten 

(5] Hasil musrenbang RKPD dirumuskan kedalam bcrita acara kcscpakatan dan 
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri musrenbang. 

(6] Berita acara sebagaiana diraksud dalam ayat (5], dijadikan sebagai bahan 
penyusunan rancangan akhir RKD dan bahan masukan untuk membahas 
rancangan RKPD Provinsi Maluku dalam Musrenbang RKPD Provinsi Maluku. 

Bagian Kelira 

Pelaloanan f' usrenbang RKPD kKcamatan 

Pa.al I1 

untuk penajaman, 
rencana kegiatan 
dengan prorita 

' . 

I Musrenbang RKPD kecamatan, dilaksanakan 
penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan 
pembangunan negeri/kelurahan, yang diintegrasikar 
pembangunan daerah di wilayah kecamatan 

(2i Penajamnan, penyelaratan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l}, mencakup 

a. usulan rencana Kegiatan pembangunan negeri/elurahan yang tertuang 
dalam berita acara musrenbang negeri/kelurahan yang akan menjadi 
kegiatan prioritas pembangunan di wayah kecamatan yang bersangkutan, 

b. kegiatan prioritas pcmbangunan di wilayah kecamatan yang belum 
tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan negeri; dan 

c. pengelompokan kcgiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan 
berdasarkan tugas dan fungsi SKPD KabupatenMaluku Tengah 



(3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada 
program dalam rancangan awal RKPD 

Pasal 12 

Penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan oleh 
Camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda. 

Pasl 13 

(l Hasi! musrenbang RKPD tngkat kecamatan, dituangkan dalam benta acara 
kesepakatan hasil Musrenbang RKPD tngkat kecamatan dan ditandatangani 
oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadir 
musrenbang. 

(2] Derita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (), hijadikan sebagai ba han 
masukan dalam penyusunan rancanpan Renja SKPD 

agian Keenar 

Pela leansau Mu.sre nbang Negeri 

Pead 14 

(l) Musrenbang Negeri, dilaksanakan untuk menyepakati Rencana Kerja 
Perbangunan Negeri (RKP-Negeri) tahun anggaran yang direncanakan 
berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Neger 
(RPJM-Negeri). 

(2) RKP-Negeri sebagaimana dimnaksud pada ayat (l) memuat kerangka 
ckonomi negeni, prioritas pembangunan negeri, rencana kerja dan 
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Negeri 
mapun ditcmpuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan 
mengacu pada Rencara Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

(3) enyelenggaraan musrenbang Negeri dilaksanakan oleh Pemerintah 
Negeri/Raja, setelah berkoordinasi dengan Camat 

Pwsad 15 

RKP-Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) bertujuan untuk 

a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kcgiatan Pembangunan Negeri (DU.RKP 
Negeri) tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan 
pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupat melalui Carat scbagai bahan 
dasar RKPD Kabu patenMaluku tengah; 

b. Menyiaplan DU-RKP-Negeri tahunan untuk dianggarkan dalam APBNegeri, 
APBD KabupatenMaluku tengah, APBD Provinsi Maluku, APBN, pihak ketiga 
mapun swadaya masyarakat 

I) Hasl musrenbang negeri, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil 
Musrenbang negeri dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur 
pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang. 



(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dijadikan sebagai bahan 
masukan dalam penetapan RKP.Negeri 

Baglan Ketujuh 

Pela.lanon.n Mfusrenbang Kelurahan 

Pa«al 17 

(lj Musrenbang kelurahan dilaksanaken untuk menyepakati Rencana Kerja 
(Renja) Kelurahan tahun anggaran yang direncanakan berdasarkan Dokumen 
Rencana Strategis (Renstra Kelurahan 

(2 Rencana Kerja (Renja) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 
memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelor pok 

sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraaan maju dergan mengacu pada 
Rencana Kerja embangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 

(3] Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, setela.h 
berkoordinasi dengan Camat 

Paul 18 

(I Program dan keiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I7 ayat (2), 
meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternative 
baru. 

2) Lokasi kegiatan sebagaura na dimaksud dalam Pasa IT ayat (2), merupaan 
lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nnma 

desa/ kelurahan, kecaratan. 

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 17 ayat (2), terdini dari 
a. indikator kinerja program yang meruat ukuran spesifik secara kuantitatif 

dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan 
b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuanttatif 

dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan 

Paaad 19 
'• 

(I Program dan kcgiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaoksud dalamn 
Pasal I8 ayat (l), yatu program dan kegiatan satu tahun sebeluu tahun yang 
direncanakan yang tercantum dalam Rencana Strategis [Renstra) SKPD 

2 Program dan kegiatan alternatif sebagaimane dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(I), yaitu program dan kegiatan SKPD, intas SKPD dan kewlayahan yang 
berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas 
pertimbangan mnempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran 
pembangunan daerah 

(34 Program dan kegiatan baru scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (), 
yait program dan kegatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan 
kriteria sebagai berikut 

a. tidak bisa ditunda arena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besa 
bagi pemerintah maupun masyarakat, 

b. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD; 



c. adanya kcbijakan pemcrintah yang menjadi prioritas nasional yang 
mendukung percepatan pembangnan daerah, dan/ atau 

d. dilakukan jika kegiutan-kegiatan yang dilaksanakan scbclumnya beclum 
memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra 
8KPD 

Psad 20 

(I) Hasil musrenbang kelurahan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan 
hasil Musrenbang kelurahan dan ditandatangani oleh yang mewail setiap 
unsur pemanglu kepentingan yang menghadiri mu sren bang 

(2) Berita acara sebagairana dimaksud pada ayat [, dijadikan sebagai bahan 
masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja] 
Kelurahan 

Bagfan Kede la pan 

Pelaksaroan Forum Pp encuna Strategla (Renstr) 

Pasal 21 

(1) Rancangan Renstra SD Kabupatendibahas dalam forum $PD Kabupaten 
(2) Bappeda meugkoordinaskan pembahasan rancangan Renstra SKPD 

Kabupatensebagaimana dimaksud dalam ayat (], daam forum SKPD 
Kabu paten. 

(3) Waktu pelaksanaan mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah Perihal 
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD 

(4) SKPD melaksanakan forum SKPD untuk membahas Rencana Strategis 
[Renstra) melalui koordinasi dengan Bappeda 

(5) Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra) dibahas bersama dengan pemangku 
kepentngan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rancangan Renstra 
SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan 
SKPO. 

(6) Pembahasan dengan pemangku kepentingan scbagainana dimaksud pada 
ayat () bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaran 
pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD 

(7) Pembahasan rancangan Renstra SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), mencakup 

a. penyelarasaun program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD 
Kabupatenberdasarkan Rancangan Awa RPJMD Kabupaten 

l. penajaman indikator dan target kinerja proramn dan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsi SpD kabupaten; 

c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupatendalam rangka 
sinergi pelaksanaan dan optimabsas pencapaian sasaran sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten, dan 

d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu 
indikatif untuk masing masing SKPD kabupaten, sesuai dengan 
Rancanga wal RPJMD Kabupaten, 

( l )  Peserta forum SKPD Kabupatenantara lain terdiri dari wakil delegasi 
kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten 



(2/ Pimpinan atau anggota komisi DPRD Kabupatenyang terkait dengan tugas 
dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan 
forum SKPD 

(3] Forum SKPD Kabupat~ndapat dilaksanakan dengan menggabungkan 
beberapa SKPD Kabupatensekaligus dalam satu forum dengan 
mem pertim bangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

(] Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita 

acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten, dan ditandatangani oleh 
yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD abu paten. 

Pa.aal 23 

(I Berita acara kesepakatan hasit forum SKPD 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dijadikan 
rancangan fRenstra SKPD kabupaten 

(2) Kepala SKPD Kabupatenmenyampaikan rancangan Renstre SKDD 
Kabupatensebagaimana dimaksud pada ayat (l), kepada kepala Bappeda 
Kabupatense bagai bahan penyempurnaan rancanga RMMD menjadi 
rancangan akhit RJMD. ' 

Bagien Kenem blan 

Pelalanun 8PD Rencana Ker[a (Renja) 

Pas»al 24 

(1) Rancangan Renja SkDD Kabupatendiba has dalam forum SKPD Kabupaten 
(2) Penyelenggaran forum SKPD Renja dilaksanakan paling lama minggu 

terakhir bulan Februari 
3) Dappeda mengloordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD 

Kabupatensebagairana dimaksud dalam ayat (I), dalam forum SKPD 
Kabupaten 
SKPD relaksanakan forum SKPD untuk membahas Rencana Kerja (Renja) 
melalui koordioasi dengan Dappeda 

(5) Forum SKPD Rencana Kerja (Renja) dibahas bersama dengan pemangku 
kepentingan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rancangan Renja SKPD 
yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkunpan $KPD 

(6 Pembahasan dongan pemangku kepentingan sebagaimana diraksud pad 
ayat (4) bertujuan untuk memperoleh rasukan dalam rangka penajaran 
pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD 

(7) Pembahasan rancangan Renja SKPD Kabupatensebagaimana dimaksud pada 
ayat (4, mencakup 
a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tgas dan fungsi SKPD 

Kabupatenberdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang 
kecamatan, 

b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesual 
dengan tuagas dan fungei SKPD kabupaten, 

c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kabupatendalam rangka 
sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing SKPD kabupaten, dan 

d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu 
indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten 

Kabupatonscbageimana 
bahan penyempurnaan 



Pasad 25 

(] Peserta forum SKPD Kabupatenantara lain terdiri dari SKPD Kabu patendan 
pihak-pihak yang langsung atu tidak langsung mendapatkan manfaat atau 
dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD 
Kabupaten 

(2 Pimpinan atau anggota komisi pPRD Kabupatenyang terkait dengan tugas 
dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahaswan 
forum SKPD. 

(3 Forum SKPD Kabupatendapat dilaksanakan dengan menggabungkan 
beberapa SKPD Kabupatensekaligus dalam satu forum dengan 
mempertim bangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

(4 Penyelenggaraan forum SKPD Kabu patendilaksanakan paling lama minggu 
terakhir bulan Maret 

(5] Hasil kesepakatan pembahasan forum SKD Kabupatendirumuskan ke dalam 
berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten, dan ditandatangani 
oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD Kabu paten 

Pasal 26 

(I) erita acara kesepakatan basil forum SKPD 
diraksud dalam Pasal 26 ayat (5), dijadikan 
rancangan Renja SKPD abu paten 

(2) Kepala SKPD Kabupatenmenyampaikan 
Kabupatense bagaimana diraksud pada ayat 
Kabupatense bagai bahan penyempurnaar 
Kabupatenmenjadi rancangan RKPD kabupaten 

Kabupatensebagaimana 
bahan penyempurnaan 

Renja $pp 

kepala Bappeda 
wal RKPD rancangan 

rancangan 
(I), kepada 

(34 Penyam paian rancangan Renja SKPD Kabu patensebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), paling lam bat minggu pertama bulan Maret 

BAB III 

TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG 

Baglan Keat 

Musren bang RP.JPD 

(l) Musrenbang RP»PD disusun dengan tahapan sebagai berikut: 
a. persiapan musrenbang RPJPD; dan 
b. penyelenggaraan musrenbang RPJPD 

2) Persiapan musrenbang RPJPD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan sccara sistcmatis dan administratif 
yang diperlukan menjelang pelaksanaan mnusrenbang 

(3) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD sebagairana dirnaksud pada ayat (l) 

huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati 
rancangan RP4PD dalam penajaman visi misi daerah, penyelarasan sasaran 



pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untu 
mencapai visi dan migi daerah, penajaman sasaran pokok perm bangunan 
jangka panjang daerah, klarifilasi dan penajaman tahapan dan prioritas 
pembangunan jangka panjang daerah, dan 
antara pennangku kepentingan untuk 
melaksanakan pembangunan daerah. 

Paul 28 

membangun komitmen bersama 
memedoram gJpp dalam 

pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dani kementerian /lembaga tingkat 
pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam 

musrenbang RPJPD Kabupaten. 

Paaal 29 

(I) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan 
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri musrenbang. 

(2) Hasi musrenbang RPJD sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), menjadi 
bahan rasukan untuk merumuskan rancangan akhir R9PD, 

Bagian Kedua 

Moren bung RP JMD 

Pua] 30 

(I) Musrenbang RMD disusun dengan tahapan sebagai berikut: 
a. persiapan musrenbang RPJMD; dan 
b penyelenggaraan musrenbang RJMD 

(2) Persia pan muarenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secara sistematis dan administratif 
yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenoang. 

(3) Penyelenggaraan Musrenbang RP)MD sebagairmana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati 
rancangan RPJMD dalm sasaran pembangunan jangka menengah daerah, 
strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka meengah 
dacrah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan 
kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kebijakan umum dan 
program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi an 
program kepala daerah dan wakil kepala daerah, Indikasi rencana program 
prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan 
kemampuan pendanaan, capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat 
imi dan pada akhir periode RPJMD dan komitmen bersama antara pemangku 
kepentingan untuk mempedorani RP.JMD dalam melaksanakan 
pembangunan daerah 



Psad 31 

Pirpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat darni kementerian/lembaga tingkat 
pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam 
musren bang RPJMD Kabupaten 

I) Hasil musrenbang RPJMD diruruskan dalam berita acara kescpakatan dan 
ditandatangan oleh yang mewakihi setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri musren bang 

(2) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), menjadi 
ba han masuknn untuk merumuskan rancangan akhir RP.JMD 

Bagiun Ketiga 

Fore 8PD enstra 

Pas»al 33 

I) Forum SKD Renstra dilaksanakan bersama dengan para pelau 
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan 5 (lima) 
tahun kedepan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai paya mengisi 
Renstra SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh 9KPD 
terkait. 

(2) Pelaksanaas Farum SKPD Renstra atau Forum Gabungan SKPD Renstra 
memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan 
kegitan SKPD tahun berjalan, rancangan awad RPJMD. 

(3) Dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat [2), pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forun 
Oabungan SKPD tetap dilakukan. 

() Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara 
pelaksanaannya ditcntukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan 
dengan volume kegiatannya dan kondisi setem pat 

(5) Bappeda mnemprionitaskan pem bentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan 
SKPD pada 
a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidtkarm 

dasar, kesehatan, prasaran1a, dan dukungan kegiatan ekonomi masvarakat, 
dan 

b. SKPD yang mengemban fungst yang berkaitan dengan prioritas program 
program pembangunan kabupaten/kota tersebut. Sebagai contoh. Forum 
SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Sarana dan 
Prasarana Wilayah atau Forum Gabungan SKPD Pe[industrian, 
Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya 

Pasad 34 

Pint pinan DPRD atau anggota Komis DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga 
tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber 
dalam forum SKPD Renstra. 



Pasal 35 

(l) lasil forum SKPD Renstra drumuskan dalam berita acara kesepakatan dan 
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri forum SKPD Renstra 

(2) Hasil forum SKPD Renstra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi 
bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir Renstra SK DD 

Baglan Keer put 

Maren bang RKPD 

Pasul 36 

Taha pan pelaksanaan musren bang RKPD terdiri ats: 
a. Musrenbang RKPD Kab paten; 
b, Musrenbang RKPD Kecamatan; 

c. Musrenbang Negeri, 
d. Musrenbang Kelurahan 

Paragraf I 

Muren bang RKP'D Kabupaten 

Musrenbang RKPD Kabupatendisusun dongan tahapan scbagai berikut 
a. persiapan musrenbang RKPD; 

b. penvelenggaraan musrenbang RKPD 

(l) Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (I) buruf 
a merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan secara sistematis dan administratif 
yang iperlukan menjelang pelaksanaan musren bang 

(2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (l) 
huruf b merupakan rangkaian acara untuk pcnajaman, penyolarasan, 
klarifikast dan kesepakatan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 
Kabu patendengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan 
daerah Provinsi Maluku, usulan program dan kegiatan yang telab 
disampaikan masyarakat kepaa pemerintah dacrah pado musrenbang RKP9D 
Kabupatendi kecamntan dan/atau sebelum musrenbang RKPD 
Kabupatendilaksanakan, indikator kinerja program dan kegiatan prioritas 
daerah kabupaten, prioritas pembangunan daerah serta program dan 
kegiatan prioritas daerah, dan sinergi dengan RKP dan RKD Provinsi 
Maluku 

Pasad 39 

Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian /lembaga tingkat 
pusat atau dani unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam 
musrenbang RKPD Kabupaten 



Panal 40 

(I) Hasil musrenbang RKPD Kabupatendirumuskan dalam berita acara 
kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakihi setiap unsur pemangku 
kepentingan yang menghadiri musrenbang, 

(2) Hasil musrenbang RKPD Kabupatensebagairman.a dimaksud dalam ayat (I}, 
menjadi bahan masukan untuk mer umuskan rancangan akhir RKPD 

fusrenbang PD Kecsmat an 

Panal 41 

Musren bang RKPD Kecaratan disusun dengan tahapan sebagat berikut 
a. persiapan musrenbang RKPD Kecamatan, 
b. penyelenggeraan musrenbang RKPD Kecamatan 

pas 42 
•. 

(I) Persiapan musrenbang RKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4L 
ayat (l) huruf a merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan sccara sistematis 
dan administratif yang diperlukan menjelang pelaksanaan musrenbang. 

2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kccamatan scbagaimana dimaksud Pasa 

41 ayat (l) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan 
menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan negeri/kelurahan yang 
menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang 
bersangkutan, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan 
hi wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan 
pembangnan desa, den Menyepakati pengelompokan keyiatan prioritas 
pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SPD 

kabupaten 

Pasad 43 

(l) Hasil musrenbang RKPD Kecamatan dirumuskan dalam berita acara 
kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangKu 
kepentingan yang menghadiri musrenbang. 

(2) Hasil musrenbang RKPD Keama tan sebagaimana dimaksud dalam ayat I), 
menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja 
(Renja) SKPD kabupaten. 

Para@raf 3 

Muarenbang Negeri 

Pa.sad 44 

Musrenbang Negeri disusun dengan tahapan scbagai berikut 
a. persiapan musrenbang Negeri, 
b. penyelenggaraan musrenbang Negeri 



Pasal 45 

(l) Persiapan musrenbang Negeri sebagaimana dimasud Pasal 44 ayat (I) huruf 
a, mebiputi 
a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan musrenbang tingkat Negeri; 
b. metakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Kepala 

Pemerintah Negeri/Raja, dan LPMNegeni kepada masyarakat, melatui 
kegiatan penggalian mnasalah dan potensi yang tersedia dengan 
menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai bidang atau sektor 
pembangunan yang dibutuhkan, 

c. mengumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat mengenai 
agenda musrenbang neger; 

d. membuka pendaftaran/ mepgundang calon pcserta; dan 
e. menyiapkan peralatan, bahan mateni dan notulen 

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat () 
huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan menyepakati 
prioritas kegiatan negeri yang menjadi kewenangan negeri dan dibiayai oleh 
negeni, yang bersumber darj APBNegeni, sera Prioritas masalah daerah yang 
ada di negeri yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan untuk 
menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiaya melalui APBD 

Kabupatenatau APD provinsi 

(I) Hasil musrenbang negeri diruruskan dalam Derita acara kesepakatan dam 
ditandatangani oleh yang inewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri musrenbang. 

(2) Hasil musrenbang negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat [l), menjadi 
bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 
Negeri 

Paragraf 

usrenbang Kelurahan 

Pa 47 

Musrenbang Kelurahan disusun dengan taha pan scbagai berikut 
a. persiapan musrenbang kelurahan; 
b. penyelenggaraan musrenbang kelurahan 

Paal 48 

'• 

(l Persiapan mtsrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (l) 

huruf a, meliputi, 
a menyusun jadwal dan agenda kegiatan baik musrenbang di tingkat 

W/Dusun dan tngkat kelurahan, 
b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Lurah dan LPM 

kepada RW, RT, dengan melalui kegiatan peggalian masalah dan potensi 
yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai 
bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan; 

c. mergumumnkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat mengenai 
agenda rmusrenbang kelurahan; 

d. membuka pendaftaran/ mengundang calon peserta, dan 
e. menyiapan peralatan, bahan materi dan notulen 



• 

2] Penyelenggaraan Musrcnbang Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 47 
ayat (I) huruf b merupakan rangkaian acara untuk membahas dan 
mnenyepakati prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan sendiri 
oleh kelurahan damn dibiayai melalui alokasi anggaran kelurahan atau dana 
swadaya masyarakat kelurahan, serta prioritas masalah dan kegiatan 
kelurahan yang akan diusukan melalui Musrenbang kecamatan untuk 
menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD 
Kabupatenatau APBD provinsi 

Paural 49 

(I] Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan dalam benita acara esepakatan 
dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan 
yang menghadiri musrenbang. 

(2} Hasil musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l], menjadi 
bahan masukan dalarn penyusunan Rancangan Rencana Kerja [Renja) 
Kelurahan 

Bglan Ke lbra 

Foruu SRPD enja 

IH Forum SKPD Renja dilaksanakan bcrsama dengan para pelaku pembangunan 
untuk membahas priontas kegatan pembangunan hasil Musren bang 
Kecamatan dongan SKPD atau gabungan SKPD Bebagai upaya mengisi 
Rencana Kerja SPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh 
9KPD terkait 

(2) Pelaksanaan Forum SKPD Renja atau Forum Gabungan SKPD Renja 
memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan 
kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstru SKPD 

34 Dalatn hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat [2), pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum 
Oabungan SKPD tetap dilakukan. 

(4) Jumlah Forum SKPD dan formasi Forum Gabungan SKPD Berta jadwal acara 
pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan 
dengan volume egatannya dan kondisi setempat 

(5) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan 
SKPD pada 

a. Fungsi-fungsi pclayanan dasar pemenintahan daerah sepertpendidikan 
dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatar ekonomi 
masyarakat, dan 

b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program­ 
program pembangunan kabupaten/kota terscbut. Sebagai contoh. Forum 
SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Sarana dan 
rasarana Wilayah atau Forum Oabungan SKPD Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi, dan sebagainya 
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Pasal SI 

Pimpinan DPRD atau anggota Komisi DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga 
tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjai narasumber 
dalam forum SKPD Renja 

Pass 52 

() Hasil forum SKPD Renja dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan 
ditandatangami oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang 
menghadiri forum SKPD Renja 

) Hasil forum SKPD Renja sebagaimana dimaksud dalam ayat (), menjadi 
bahan masukan untuk merumuakan rancangan akhir Renja $KD 

BAB IV 

WAK'TU DAN TEMPAT PELAKSANAAN MUSRENBANG 

Pa«al 53 

( Pelaksanaan musrenbang RPIPD disestuaikan dengan kondisi dan situasi 
pada tahun penyusunan dan memperhatikan vwaktu penetapan RPJPD 
dengan peraturan daerah paling lama 6 (er.am) bulan setelah penetapan 
RPJPN, kecuali diteta pkan lain dengan peraturan perundang-undangan 

2) Pelaksanaan musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lam bat minggu ke- 2 
bulan ke- 4 setelah kepala daerah ter pilih cilantik 

(3) Pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten, dilaksanakan paling lambat 
akhir bulan maret kecuali terdapat penyesuaian waktu pelaksanaar 
musrcnbang RKPD Kabupatendengan waktu pelaksanaan Musren bang RKPD 
Provinsi, 

(4 Pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan dilaksanakan paling 
lam bat minggu ke-2 bulan februari. 

(5] Pelaksanaan Musrenbang Negeri/Kelurahan dilaksanakan paling lamhat 
mingu ke- 3 bulan Januai 

(6] Pelaksanaan lorurn SKPD Renstra dilaksanakan paling lam bat mioggu ke- 4 
bulan ke- 4 setelah kepala daerah terpilih dilantik 

(7} Pelaksanaan forum SKPD Renja dilaksanakan paling lambat minggu terakhir 
bulan Februari 

Panal 54 

Tempat pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan terlebih dahulu 
mengidentifikasi dan menjajaki tempat-tempat yang memenuhi kebutuhan 
pertemuan bagi cukup banyak peserta, lebih diuamakan fasilitas gedung milik 
pemerinta.h serta terjangkau akses transportast dan lebih ideal bila ruangan 
memiliki sarana dan fasihitas media [papan tuhs, layar, infocus, soundsystem) 
dan sarana pendukung memadai lainnya yang diperlukan 



BAB V 

PENYELENGGARA DAN PESERTA MUSRENBANG 

Pasal 5 

(l) Penyelenggara Musrenbang terdini atas 
a. Musrenbang RJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Ba ppeda, 
b. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda, 
e. Musrenbang RKPD Kabupatendilaksanakan dan dikoordinasikan oleh 

Ba ppeda, 
d. Musrenbang RKPD Kecamatan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh 

Camat, 
e. Musrenbang Negeri dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala 

Pemerintah Negeni/ Raja; 
f. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dan dikoordiasikan oleh Lura, 
g Forum SKPD Renstra dilaksanakan dan dikoordinasikn aleh Kepala 

SKPD; 
h. Forum SKPD Renja dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala SKPD 

(2) Peserta Musrenbang terdiri atas: 
a. Peserta Musrenbang RPJPD terdiri dari Bupati dan wakil Bu pati, 

pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Kepala Bappeda 
provinsi dan kabupaten, kepala SKPD kabupaten, akademisi, LSM/ormas, 
tokoh mnasyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, kterswakilan 
perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur 
pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat 
pusat sesuai dengan kebutuhan; 

b. Peserta Musrenbang RPJMD terdiri dari bupati dan wakil bupati, 
pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten, Kepala Bappeda 
provinsi dan kabupaten, kcpala SKPD kabupeten, akadcmisi, LSM/ormas, 
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, keterwakilam 
perempuan dan kelompok masyarakat rontan tcrmajinalkan dan unsur 
pengusaha/ investor serta pejabat dart kementerian/lembaga tingkat 
pusat sesuai dengan kebutuban; 

c. Peserta Musrenbang RKPD terdirni dari bupati dan wakil bupati, pimpinan 
dan anggota DPRD abupaten, unsur pemerintan pusat, pejabat Bappeda 
dan SKPD provinsi, pejabat SPD kabupaten, para camat, para delegasi 
mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormes, tool 
masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agma, tokoh adat, unsur 
pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat 
rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu, 

d. Peserta Musrenbang RKPD Kecaratan terdiri atas para kepala pemerintah 
negeri/raja dan lurah, delegasi musrenbang negeri, delegasi kelurahan, 
pim pinan dan anggota DPRD Kabupatenasal daerah pemihihan kecamatan 
bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan 
perempuan dan kelorpok masyarakat rentan termarginalkan dan 
pemangku kepentingan lainnya skala kecamnatan, 

e. Peserta Musrenbang Negeri diikuti oleh berbagai komponen masyarakat 
[individu ateu kelompokj yang terdiri atas: Keterwakilan wileayah dusunf 
ampung/RW/KT}, Keterwakilan berbagai sektor lekonomi/ 
pertanian/ kesehatan/ pendidikan/lingkungan), Keterwakilan kelompok 
us1a (generasi muda dan generasi tua), Keterwakilan kelompok sosial dan 
perempuan [tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak bapak, 
bu-ibu, kelompok marjinal], Keterwakilan unsur tata pemerintahan 
[pemerintah Ncgeri, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), 
Lembaga KemasyaraKatan/ Badan erwakilan Masyarakat, Pemerintahan 
Negeri, Kader Pemberdayaan Masyarakat, serta keterwakilan bcrbagai 



• 

organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya 
pembangunan Negeri, dan lain-lain; 

f. Peserta Musrenbang Kclurahan diikuti oleh berbagai komponen 
masyarakat (individu atau kelomnpo) yang terdii atas: Keterwakilan 
wilayah (RT/RWI, Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ 
kesehatan/ pendidikan lingkunganj, Keterwakilan kelompok usia 
(generasi muda dan generasi tuaj, Keterwakilan kclompok sosial dan 
perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, 
ibu-ibu, ke'ompok marjinal), Keterwakilan 3 unsur tata pemerintaha.n 
(pemerintah kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), 
Lembaga Kemasyarakatan/ Badan Perwakilan Masyarakat, Perangkat 
Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Keterwakilan berbagai 
organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya 
pembangunan kelurahan, 

g. Peserta Forum SKPD Renstra terdiri ari pihak-pihak yang memiliki hak 
pengambilan keputusan dalarm forum SKPD melalu pembahasan yang 
disepakati bersama. Peserta forum SKPD berfungsi sebagai pengambil 
keputusan melalui perhahasan yang disepakati bersama 

h. Peserta Forum SKPD Renja terdiri dari delegasi mewakili peserta 
musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD 
lain yang terkait di wilayah Kabupatenyang dianggap perlu sesuai dengan 
kcbutuhan 

BAB VI 

KELUARAN/HASIL MU'BRENBANG 

(l Keluaran/Hasi] Musrenbang RJPD adalah bahan 
rancangan awal RPJPD menjadi rancangan akhit RJPD. 

(2) Keluaran/Hasil Musrenbang RPJMD adalah bahan 
rancangain RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. 

penycmpurnaan 

'• 

penyempurnaan 

(3) Keluaran/Hasil forum SKPD Renstra adalah bahan penyemprnaan muatan 
rancangan Renstra SKPD sebelum disampaiknan epada Bappeda untuk 
diverifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

() Keluaran/ Hasil Musrenbang RKPD Kabupatenadalah bahan penyempurnaan 
rancangan RKPD menjadi rancangan akhie KPD dan sebagai bahan 
masukan pada pembahasan rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang 
RKPD provinsi 

(5) Keluaran/Hasil forum $KPD Renja adalah bahan penvempurnaan rancangan 
Renja SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi sesuai 
jadwal yang telah ditetapkan. 

(6) Keluaran/Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan adalah bahan penyempurnaan 
rancangan Renja Kecamatan dan sebagai bahan masukan pada pembahasan 
rancangan RKPD Kabupatendalam musrenbang RKPD kabupaten 

(7) Keluaran/ Hasil Musrenbang Kelurahan adalah bahan utamo penyempurnaan 
rancangan Renja Kelurahan sebagai bahan masukan pada pembahasan 
rancangan Renja kecamatan dalam musrenbang RKPD kecamatan 
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(8) Keluaran/Hasil Musrenbang Negeri adalah bahan utama penyempurnaan 
rancangan RKP Negeri dan sebagai bahan masukan pada pembahasan 
rancangan Renja kecamatan dalam musrenbang RKPD ecamatan 

BAB VII 

KONSISTENSI/ TINDAK LANJUT PEMANFAATAN 

HASIL MUSRENBANG 

(I) Digunakan sebagai acuan dani hasil kesepakatan antara pemerintah daerah 
dengan stakeholders atas rancangan RPJPD, RPJMD dan Renstr SKD 

RKPD dan Renja SKD, dan selanjutnya menjadi rancangan akhir RPJPD, 
RPJMD dan Renstra SKPD, Berta RKPD an Renj SKPD 

(2) Menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi perencanaan pembanguna 
hingga tahap penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasnd 58 

(I) Pedoman Pelaksanaan Musrenbang dapat disesuai dengan perkembangan 
keadaan. 

(2) Perkembangan kcadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (), sepert; 
a perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah, 
b perkembangan aturan dan perundang- undangan yang telah ditetapkan. 

Paa! 59 

Perubahan Pedoman pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud dala 
Pasal 58 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah ini, terdiri dari: « 

a. Lampiran I Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah RPJPD) 

b. Larpiran ll Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jang&a 
Menengah Daerah (RPJMDJ 

c Larpnan II Pelaksanaen Forum SKPD Rencana Strategis (Renstra) 
d. Lampiran IV Pelaksaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) 

e. Lampiran V Pelaksanaan Forum SKPD Rencana Kerja (Renja). 

f 

S 

h 

Lampiran VI 

Lampiran VIL 

Lampiran VIII 

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan 
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 
Pelaksanaan Musrenbang Negeri 
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Pasal 6l 

Pereturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati imi 

dengan penempatannya dalamn Berita Daerah Kabupten Maluku Tengai 

Diteta pkan di Masohi 
pada tanggal 3 r  4que0s 2017 

Diundangka di asobi 
pada taogge 34 Ag~.r 2017 
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